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2.1 Rencana Strategis
Renstra merupakan analisis dan pengambilan keputusan strategis  tentang masa depan organisasi untuk menempatkan dirinya (positioning) pada masa yang akan datang. Renstra memberikan petunjuk tentang mengerjakan sesuatu program/kegiatan yang benar (doing the right things). Pada prinsipnya, terdapat beberapa langkah yang lazim dalam melakukan perencanaan strategis yaitu, merumuskan visi dan misi organisasi, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal (environment scanning) dengan melihat lingkungan strategis organisasi, merumuskan tujuan dan sasaran (goal setting), dan merumuskan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dokumen Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis (cara mencapai tujuan dan sasaran).
2.1.1 Visi dan Misi
Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau  dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Kabupaten Berau. Secara dimensional pernyataan visi berfokus kemasa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu. Adapun misi Pembangunan Kabupaten Berau salah satunya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau adalah Misi Keempat: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel. Misi ini akan memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel. Dalam menjalankan pelayanan publik pemerintah harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.
Tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya kepemimpinan nasional masa depan, yang diharapkan mampu menjawab tantangan bangsa Indonesia mendatang. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tujuan dari misi keempat yaitu “Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel”.
Memperhatikan Visi, misi dan strategi pembangunan Kabupaten Berau maka visi Badan Kepagawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau 2016–2021 adalah :
“TERWUJUDNYA APARATUR KABUPATEN BERAU YANG PROFESIONAL BERKUALITAS, DISIPLIN DAN BERTANGGUNG JAWAB” 
Makna dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
”Membentuk Apatur yang berkualitas, Profesional, Disiplin dan Bertanggung Jawab” mempunyai makna bahwa Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau harus mampu membentuk sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan, lembaga dan pimpinan, bekerja sesuai dengan sistem dan aturan/ ketentuan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan penuh kesungguhan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan efektif, efisien, ekonomis dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, menjadi panutan di lingkungannya, berbudi pekerti luhur dan memiliki moral yang baik.
Dalam mencapai visi organisasi, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau merumuskan misi organisasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Untuk mewujudkan hal tersebut Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau mempunyai misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan manajemen kepegawaian yang profesional melalui perumusan kebijakan teknis kepegawaian, pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan penataan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan;
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Pembinaan dan pengembangan Aparatur Daerah 
5. Peningkatan kualitas pengadaan, penempatan dan pengelolaan data pegawai
2.1.2 Tujuan dan Sasaran
Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau maka dirumuskan kebijakan strategi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan  :
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2.1.3 Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Arah Kebijakannya adalah :
1. Penyempurnaan sistem manajemen SDM dan pembinaan aparatur dalam pengembangan sistem pembinaan pegawai
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah
3. Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja
4. Pemerataan pendistribusian pegawai di daerah terpencil dan pedalaman
5. Pengembangan institusi dan peningkatan komitmen pimpinan birokrasi dalam mendukung peningkatan kualitas pegawai.
6. Pengembangan sarana dan prasarana kediklatan yang representatif sesuai dengan standar dan kebutuhan kediklatan, baik gedung, kantor, kelas, asrama dan peralatan penunjang pembelajaran lainnya
7. Peningkatan aparatur kediklatan baik kuantitas, maupun peningkatan kualitas dengan memiliki kompetensi dan sertifikasi ahli dalam pengelolaan kediklatan
8. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur serta pendidikan kedinasan
9. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Adapun Strategi  Kabupaten Berau yang berkaitan dengan Kepegawaian adalah Peningkatan pengembangan Aparatur Daerah dan Efesiensi Organisasi Perangkat Daerah, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis. 
Selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Berau sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, khususnya dibidang kepegawaian telah disusun strategi BKPP dalam pembangunan kepegawaian jangka menengah 2016-2021 yang dirumuskan dalam 7 (tujuh) strategi sebagai berikut:
1. Strategi Peningkatan Kinerja dan Kualitas Sumberdaya Aparatur
Diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka implementasi manajemen kepegawaian yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan kualitas sumberdaya aparatur Pemerintah Kabupaten Berau secara efektif dan efisien.
2. Strategi Pemantapan Kelembagaan dan ketatausahaan diarahkan pada :
a. Pemantapan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau dikaitkan dengan kewenangan dan rincian kegiatannya;
b. Peningkatan efektifitas pembinaan dan pengembangan pegawai;
c. Peningkatan kualitas pelayanan internal dan eksternal;
d. Peningkatan sistem jaringan informasi kepegawaian dan kediklatan;
e. Pengembangan sistem manajemen internal BKPP;
f. Penataan sistem prosedur ketatausahaan.
3. Strategi pengembangan sistem dan manajemen kepegawaian diarahkan pada:
a. Pemantapan analisis kebutuhan pegawai dan formasi pegawai serta formasi jabatan;
b. Pemantapan sistem dan manajemen kepegawaian dengan mengembangkan Simpeg;
c. Memantapkan mekanisme kerja di bidang kepegawaian;
d. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam bidang kepegawaian dan diklat dan pengembangan Sumber Daya Manusia (Biro Kepegawaian Propinsi Kalimantan Timur, Badan Diklat Propinsi Kalimantan Timur, BKN, Kementrian PAN dan LAN RI serta Perguruan Tinggi);
e. Peningkatan kualitas pengelolaan ketatausahaan.
4. Strategi pengembangan sistem dan manajemen diklat diarahkan pada:
a. Pemantapan analisis kebutuhan diklat;
b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat;
c. Peningkatan kualitas pembinaan penyelenggaraan diklat;
d. Peningkatan dan pengembangan jaringan kemitraan kerja kediklatan baik pada skala lokal, regional, nasional maupun internasional;
e. Penelitian dan pengembangan kurikulum diklat;
f. Pengadaan dan peningkatan kualitas tenaga fasilitator/pelatih/ widyaiswara.
5. Strategi pengembangan sarana dan prasarana diarahkan pada:
a. Melengkapi sarana dan prasarana kepegawaian serta kediklatan yang representatif;
b. Pemanfaatan teknologi untuk penyelenggaraan administrasi/ manajemen kepegawaian dan diklat.
6. Strategi pendayagunaan dan pengembangan Sumberdaya Organisasi diarahkan pada:
a. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai BKPP;
b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi sumberdaya organisasi.
7. Strategi Pendayagunaan pembiayaan diarahkan pada:
a. Peningkatan ketersediaan sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan administrasi/manajemen kepegawaian dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel;
b. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.ai
Arah Kebijakan  adalah Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah  dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau didasarkan pada Visi Nasional untuk membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
Proses Perencanaan Strategis adalah Program yang merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasara yang ditetapkan. Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2016-2021, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau melaksanakan  6 Program yaitu :
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Program Pegembangan dan Pembinaan Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.2 Indikator Kinerja Utama
Indikator  Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga dan instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja perangkat Daerah. 
	Tugas :
	Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

	Fungsi :

	1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan
4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
5. Pelaksanaan UPTB
6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

	Tujuan :

	1. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional
2. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disiplin
3. Mewujudkan system recruitment yang mampu menghasilkan calon ASN yang berkualitas
4. Meningkatkan kualitas pendistribusian pegawai
5. Mewujudkan excellent sevice bidang kepegawaian


Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) 
BKPP Kabupaten Berau
	No.
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Penjelasan/Formulasi Perhitungan
	Sumber Data
	Penanggung Jawab

	1
	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional
	Prosentase Pejabat Struktural yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV
	Jumlah Pejabat structural yang mengikuti Diklat Kepemimpinan tingkat II, III dan IV dibandingkan dngan Jumlah Pejabat Struktural eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Berau
	Rekapitulasi Pejabat Struktural yang mengikuti Ddiklat Kepemimpinan tingkat II,III dan IV
	Bidang Pengembangan/ Diklat

	
	
	Prosentase Pejabat structural yang telah mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Eselon
	Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti uji kompetensi jabatan eselon dibandingkan dengan jumlah pejabatat structural yang ada
	Rekapitulasi pejabat structural yang mengikuti uji kompetensi jabatan eselon
	Bidang Pengembangan

	
	
	Prosentase Pegawai yang mengikuti tugas belajar dan ikatan dinas
	Jumlah Pegawai yang didistribusikan disbanding kebutuhan pegawai
	Hasil rekapitulasi mutasi antar SKPD
	Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai

	2
	Menurunnya kasus Pelanggaran Disiplin dan Pidana
	Prosentase Penurunan penetapan keputusan pelaggaran disiplin pegawai
	Jumlah pelanggaran disiplin ASN pada tahun berjalan disbanding dengan pelanggaran tahun lalu
	Rekapitulasi jumlah pelanggaran disiplin
	Bidang Pembinaan

	
	
	Prosentase penurunan penetapan keputusan pelanggaran kepegawaian terkait pidana
	Jumlah pelanggaran ASN terkait dengan pidana pada tahun berjalan dibandingkan dengan pelanggaran tahun lalu
	Rekapitulasi jumlah pelanggaran pidana pegawai
	Bidang Pembinaan

	3
	Mewujudkan Excellent service bidang kepegawaian oleh BKPP Kabupaten Berau
	Prosentase data kepegawaian yang termutakhir dalam Simpeg dan SAPK
	Jumlah data pegawai yang dimutakhir dalam Simpeg dan SAPK dibandingkan dengan jumlah pegawai keseluruhan yang ada di lingkungan Pemkab Berau
	Rekapitulasi Data kepegawaian yang ada dalam SAPK
	Bidang Pengadaan dan mutasi pegawai



2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi atau unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilakukan seiring dengan agenda penusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi atau unit kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. Penyusunan rencana kinerja tahunan meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran atau indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran dan menetapkan target. Sasaran yang dimaksud dalam pada rencana kinerja tahunan ini adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi dipilih selanjutnya ditetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan besrta indikator kinerja sasaran dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).
Sasaran pada Renstra dapat dipindahkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Apabila sasaran indikator sasaran pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun berjalan, maka dapat dipilih sasaran yag tertulis pada Renstra sesuai dengan skala prioritas dan indicator kinerja utamanya. 
Tabel 2.2
[bookmark: _GoBack]Rencana Kinerja Tahunan
BKPP Kabupaten Berau Tahun 2019

	No
	Sasaran
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Target

	1
	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Profesional

	Jumlah Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah  Kabupaten Berau yang mengikuti Diklat
	Orang
	12

	
	
	Jumlah ASN yang mengikuti ujian penyesuaian ijazah bagi ASN di lingkungan Pemkab Berau
	Orang
	31

	
	
	Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
	Orang
	20

	
	
	Jumlah CPNS Yang mengikuti Latihan Prajabatan Golongan II dan III / Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS
	Orang
	29

	
	
	Jumlah PNS yang mendapatkan Biaya Tugas  Belajar dan Ikatan Dinas bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
	Orang
	15

	2
	Meningkatnya kualitas pendistribusian Aparatur Sipil Negara
	Jumlah PNS yang ditempatkan berdasarkan kompetensinya
	Orang
	500

	
	
	Presentase kesesuaian penempatan jabatan eselon
	Orang
	90

	3
	Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang disiplin

	Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum PNS yang diproses berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
	Kasus
	5

	
	
	Jumlah Kasus pelanggaran Disiplin PNS Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
	Kasus
	5

	
	
	Jumlah Aparat yang mengikuti bimbingan kinerja dan sumber daya
	Orang
	5

	4
	Terwujudnya sistem rekruitmen yang ideal

	Jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi (Seleksi Penerimaan CPNS)
	Orang
	100

	5
	Terwujudnya Exellent Service bidang kepegawaian








	Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun dan klaim Tepat Waktu (Pengurusan SK Pensiun dan Klaim tepat waktu)
	Orang
	100

	
	
	Jumlah PNS yang menerima Karpeg, Karis/Karsu , taspen 
	Orang
	200

	
	
	Jumlah penyelesaian izin perkawinan dan perceraian bagi PNS
	Surat Izin untuk melakukan perceraian
	10

	
	
	Jumlah piagam penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Satya bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
	Orang
	100

	
	
	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monitoring
	Kecamatan
	13

	
	
	Jumlah PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat
	Orang
	800

	6
	Meningkatnya keakuratan dan kemutahiran database kepegawaian
	Jumlah data PNS yang termutakhir dalam SAPK
	Orang
	6000

	7
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan , pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan BKPP
	Jumlah Dokumen perencanaan dan Pelaporan yang tersusun
	Dokumen
	12

	
	
	Jumlah Kegiatan  Sosialisasi Kinerja SKPD
	Bulan
	12



2.4 Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tabel  2.3
 Perjanjian Kinerja (PK)
BKPP Kabupaten Berau

	No
	Sasaran
	Indikator Kinerja
	Target
	Satuan

	1
	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Profesional

	Jumlah Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah  Kabupaten Berau yang mengikuti Diklat
	12
	Orang

	
	
	Jumlah ASN yang mengikuti ujian penyesuaian ijazah bagi ASN di lingkungan Pemkab Berau
	31
	Orang

	
	
	Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
	20
	Orang

	
	
	Jumlah CPNS Yang mengikuti Latihan Prajabatan Golongan II dan III / Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS
	29
	Orang

	
	
	Jumlah PNS yang mendapatkan Biaya Tugas  Belajar dan Ikatan Dinas bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
	15
	Orang

	2
	Meningkatnya kualitas pendistribusian Aparatur Sipil Negara
	Jumlah PNS yang ditempatkan berdasarkan kompetensinya
	500
	Orang

	
	
	Presentase kesesuaian penempatan jabatan eselon
	90
	Orang

	3
	Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang disiplin

	Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum PNS yang diproses berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
	5
	Kasus

	
	
	Jumlah Kasus pelanggaran Disiplin PNS Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
	5
	Kasus

	
	
	Jumlah Aparat yang mengikuti bimbingan kinerja dan sumber daya
	5
	Orang

	4
	Terwujudnya sistem rekruitmen yang ideal

	Jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi (Seleksi Penerimaan CPNS)
	100
	Orang

	5
	Terwujudnya Exellent Service bidang kepegawaian








	Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun dan klaim Tepat Waktu (Pengurusan SK Pensiun dan Klaim tepat waktu)
	100
	Orang

	
	
	Jumlah PNS yang menerima Karpeg, Karis/Karsu , taspen 
	200
	Orang

	
	
	Jumlah penyelesaian izin perkawinan dan perceraian bagi PNS
	10
	Surat Izin untuk melakukan perceraian

	
	
	Jumlah piagam penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Satya bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
	100
	Orang

	
	
	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monitoring
	13
	Kecamatan

	
	
	Jumlah PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat
	800
	Orang

	6
	Meningkatnya keakuratan dan kemutahiran database kepegawaian
	Jumlah data PNS yang termutakhir dalam SAPK
	6000
	Orang

	7
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan , pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan BKPP
	Jumlah Dokumen perencanaan dan Pelaporan yang tersusun
	12
	Dokumen

	
	
	Jumlah Kegiatan  Sosialisasi Kinerja SKPD
	12
	Bulan



Jumlah Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau Tahun 2019 sebesar	Rp 9.077.872.000,- yang terdiri dari :
	1.
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Rp
	1.707.823.000,-

	2.
	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
	Rp
	20.000.000,-

	3.
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Rp
	37.500.000,-

	4.
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	Rp
	3.140.000.000,-

	5.
	Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur
	Rp
	4.172.549.000,-
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